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BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 2 § TAHUN 2022

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana;

b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun
2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum,
sehingga perlu diganti,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Képemudaan dan
Olahraga Kabupaten Bombana;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik {/
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana >te1ah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik - Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaiamana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402); [
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11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republk Indonesia
Tahun 2021 Nomor 398);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016
tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah dan
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pariwisata;

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas
Pemuda dan Olahraga;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 421);
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13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi  Pemerintah  Untuk  Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 556);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kabupaten
Bombana.

Bupati adalah Bupati Bombana.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Bombana.

6. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bombana.

7. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan
publik serta , administrasi pemerintahan dan

pembangunan.
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8. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

9. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional ahli Muda
yang di berikan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang
tugasnya.

10.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di
lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Bombana.

BAB II
BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 2

Perangkat  Daerah yang melaksanakan  urusan

pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Bombana diwadahi dalam bentuk

Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diklasifikasikan atas tipe A.

(2) Penentuan tipe Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  bidang

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
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(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- BABIII
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
B‘agian Kesatu
Kedudukan Organisasi
Pasal 5

(1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksanan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

(2) Dinas Pariwisata, ~Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Boinbana dipimpin oleh Kepala Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

a. menyelenggarakan  perumusan dan  penetapan
pemberian dukungan tugas atas penyelengaraan
Pemerintahan Daerah dibidang Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga melalui Pariwisata,
pembinaan Kepemudaan dan pembinaan Olahraga ;

b. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan jangka panjang, menengah dan
tahunan;

c. menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan

penyelenggaraan program kesekretariatan, koordinasi /




dan pelaksanaan jurusan Pemerintahan di bidang
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan
Instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan Dinas;

e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan
program dan kegiatan Dinas;

f. menyelenggarakan koordinasi serta memberikan
pelayanan bahan dan informasi dalam rangka
pemeriksaan Keuangan Daerah;

g. melaksanakan pembinaan Kepegawaian  sesuai
peraturan Perundang — Undangan; dan

h. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait
dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Bombana memiliki kewenangan

sebagai berikut :

a. melaksanakan kebijakan Nasional Provinsi dan
penetapan kebijakan skala Kabupaten;

b. menyusun RIPP Kabupaten;

c. melaksanakan kebijakan nasional provinsi dan
penetapan kebijakan Kabupaten dalam pertimbangan
Sistem informasi Pariwisata;

d. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta
penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan
standarisasi bidang Pariwisata,;

e. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta
penetapan kebijakan dalam pemberian usaha dan
penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten;

f. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan
pemasaran pariwisata skala kabupaten;

g. penetapan dan pelaksanaan dokumen partisipasi dan
penyelenggaraan Pameran [/ Event Budaya dan
Pariwisata skala kabupaten; A



h.

penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama
pemasaran skala kabupaten;

pemberian Izin Usaha Pariwisata skala kabupaten;
pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan
Destinasi Pariwsata skala kabupaten;

monitoring dan Evaluasi pengembangan pariwisata
skala kabupaten;

penetapan kebijakan di bidang Kepemudaan dan

Olahraga skala kabupaten;

. pengembangan kerjasama kebijakan dan

pemberdayaan;

peningkatan peran serta secara lintas bidang sektoral;

0. pengembangan manajemen wawasan dan kreatifitas;

. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
peningkatan  profesionalisme kepemudaan dan
kepeloporan;

pengaturan sistem penganugerahan prestasi;

peningkatan sarana dan prasarana;

t. kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;

. pembangunan Kkapasitas dan kompetensi lembaga

kepemudaan;
aktifitas kepemudaan yang berskala kabupaten dan

provinsi nasional dan internasional;

. fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas

kecamatan skala kabupaten;

pembangunan pusat pemberdayaan kepemudaan;

y. pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat

aa.

bb.

CC.

dd.

€e.

kabupaten;

pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala
kabupaten;

fasilitasi dan dukungan aktifitas keolahragaan lintas
kecamatan skala kabupaten;

kerjasama antar kecamatan skala kabupaten provinsi
pemerintah dan internasional;

pembangunan sentra pembinaan prestasi oléhraga;
pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

pembinaan dan pengembangan program olahraga

termasuk olahraga unggulan;
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ff. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang

keolahragaan;

gg. pembinaan perencanaan penelitian pengembangan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang keolahragaan;

hh. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan

ii.

pengawasan terhadap pengawasan anggaran / dana.
Bagian Kedua
Susunan Organiasi
Pasal 9
(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Bombana, terdiri atas :

a. kepala dinas;

=

sekretariat;
c. bidang pemasaran pariwisata;
d. bidang industri dan destinasi pariwisata;
e. bidang pengembangan ekonomi kreatif;
f. bidang kepemudaan dan olahraga; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan  Struktur Organisasi Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Pasal 10
Kepala Dinas rriempunyai tugas memimpin dinas dalam
menyelenggarakan tugas dibidang pariwisata,
kepemudaan dan olahraga
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 11

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas
penyusunan program dan pelaporan pengelolaan
administrasi keuangan dan perl7gkapan serta

pelayanan kepegawaian dan olahraga .



- 10 -

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai
data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar
dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan

~ ketentuan yang berlaku;

b. membagi tugas kepada para Kepala Sub Bagian dengan
mendesposisi sesuai dengan permasalahannya dengan
bidang tugas masing - masing agar tidak terjadi
tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;

c. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas - tugas
para Kepala Sub Bagian agar dapat diketahui kendala
maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta
mengupayakan pemecahannya,;

d. memberikan pelayanan teknis administrasi,
perkantoran dan rumah tangga dalam lingkup Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

e. melaksanakan  program  kerja dalam = rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris
sesuai ketentuan yang berlaku;

f. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam
rangka meningkatkan efesiensi, efektifitas berdasarkan
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

g. menganalisa dan menyediakan kebutuhan rumah
tangga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
dengan memeriksa  daftar kebutuhan dan
pendistribusiannya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

h. memeriksa konsep surat dan nota Dinas sesuai
ketentuan Administrasi dan peraturan yang berlaku

serta mengoreksi Usul Kenaikan Pangkat, Kenaikan













































